
PDR3ごURAN BUPATI ttGXAT
NOMOR O TAHU1 2016

TENTANG

KEWENANCAN DESA BERDASAR― HAK ASAL USUL DANKEWENANGAN
LOmL BFIRSmLA DESA DI mBUPATEN LANGXAT

Menimbang : a.

b

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DSA

BUPATI LIINGXAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2)
Peraturarl Pemerintai Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undarg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa,
Pembangunarr DaeraI Tertinggal dan Transmigrasi Nomor I
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dar, Kewenangar Lokal Berskala Desa, perlu disusun
dafta.r kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lrkal Berskala Desa:
bahwa berdasarkan pertimbangaa sebagaimara dimaksud
huruf a, serta sebagai upaya untuk mewujudkan
pengembangan otonomi desa dan peningkatan pelayanan serta
pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Langkat tentang Kewenangaa Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul darl Kewenangan I-okal Berskala Desa di Kabupaten
Langkat.

Undang-Uldang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera utara (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 No 58 tarnbahan lembaran Negara Repubuk lndonesia
No 1092);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuargan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
443q;
Undaig-Undalg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (l,embarai Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaral
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2014 tentang Desa
(L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan I-cmbaran Negara Republik lndonesia Nq
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintairan
Daerah (Lembararr Negara Repr.rblik Indonesia Taiun 2014
Nomor 244, Tambahan LembareLn NegaJa Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimala telah beberapa kali diuba-h
terakhir dengan Undang-Undarg Nomor 9 Tahun 2015
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tanbahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor
5657);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Il langkat
dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll Binjai ke Kota
Siabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang
Perubahan Batas Kotamadya DaeraI Tingkat II Binjai,
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat da-n Kabupaten Daerah
Tingkat lI Deli Serdang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 No 11, Tambahan lrmbaran Negara Repulik
Indonesia No 3322);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 123, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan
PemeriDtah No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah No 43 Taiun 2014 Tentarg Peraturan
Pelal<sanaan Undarg-Undang No 6 Tahun 2014.
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor' I11 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TerLinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenalgan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenalgan
l,oka] Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Meneぬpkan:  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  KEWENANGAN  DESA
BERDAMR―  HAK ASAL uSUL DAN 

…

ANGA■ LO―
BDRSmLA DESA

BAB I
靭 駅 TUAI UMUM

Passl 1

Da]am Peraturar Bupati ini yarrg dimal<sud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten l,angkat.
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Pemerintahan Daerah adalah PenyelengJ<araan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwa-kila-n rakyat daeral menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem da! prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimala
dimalsud dalam lrndalg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaia Pemerinta-tran
daerah - yalg memimpin pelalsanaal urusan pemerintahan yalg menjadi
kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Langkat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan ralgrat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Desa adalah desa atau yarg disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur daII mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyaiakat setempat bedasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
d,an/ ata]u hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
Pemerintah Desa adalatr kepala desa atau r;ang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakarl
warisan 5rang masih hidup dal prakarsa Desa atau pralarsa masyarakat Desa
sesuai dengan perkembangan kehidupa-n masyaralGt.
Kewenangan l,okal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingai masyaJakat Desa yang telah dijalaaka.n oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul kaiena
perkernbangan Desa dal pralasa masyarakat Desa.
Aset Desa adal6j-r berang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang
seh.
Badan Usaha Milik Desa, selanjrrtnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaa! secara langsung yang berasal dari kekayaal Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraar rnasyarakat Desa,
Balang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
a-ntara Bada:n Permusyawaiatan Desa, Penrerintah Desa, dalr ulsur
masyaraftat yang diselenggar:akan oleh Badan Permusyawaiatan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat stratagis.
Peraturan Desa adalah pe:aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badal Permusyawarata-n
Desa-
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upayamengembangkan kemandirian
dan kesejahteraa-n masyarakatdengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
ketrampilan,perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan keblakan, piogram, kegiatan,dan pendampingan yang
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sesrrai dengan esensi masalah dan prioritas kebtrtuhan masyar.akat des
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BAB II
RUAITG LIITGKUP

Pasal 2

Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3
Kewenaagatt BerdaaerkaE HeL Asal Usul

Kewenangart Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimara dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a meliputi :

a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. pembinaankelembagaan masyaiakat;
c. pengelolaan tanah kas Desa;
d. pengelolaan tanah Desa atau tanai hak milik Desa yangmenggunakan

sebutan setempat;
e. pengembangan peral masyarakat Desa.

Pasal 4
Kcwelurgar Lotal Berskala Deaa

Kewenangali lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dengal kriteria :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dal pemberdayaan
masyarakat;

b- kewenangan yang mempunyai lingkup p,:ngaturan dan kegiatan hanya
didalam wilayah dan masyarakat Desa yar)g mempunyai dampak internal
Desa;

c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingar sehari-hari
masyarakat Desa;

d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten

dan pihak ketiga yang telah disera}kar dan dikelola oleh Desa; dan
f- kewenangan lokat berskala Desa yang telah diatur dalarnperaturan

perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Paaal 5

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
meliputi bidang:
a, pemerintalan Desa,
b. pembalguna,r Desa;
c. pembinaal kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.
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Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
a. individu;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. lembaga donor; dan
f, perusahaan.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. penetapan dan penegasan batas Des€r;
b. pengembangal sistem actministrasi dan informasi Desa;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d. pendataan darr pengklasfikasian tenaga kerja De6a;
e. pcndataan pendudulc yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non

pertaniarl;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja,

pencari kerja, dan tingkat partisipasi argkatankerja;
g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut

lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i. penetapan organisasi Pernerintah Desa;
j. pembentukan Badar Permusyaratan Desa;

P.!d 9

Kewenalgan loka.l berska.la Desa di bidang pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

k. penetapan perangkat Desa;
l. penetapan BUM Desa;
m. penetapan APB Desa;
n. penetapan peraturan Desa;
o. penetapan kerja sana antar-Desa;
p. pemberial izin penggunaan gedung pertenuan atau balaj Desa;
q. pendataan potensi Desa;
r, pemberiart izin hak pengelolaan atas talah Desa;
s. pengelolaan arsip Desa; darr
t. penetapan pos keamalran dan pos kesiapsiagaal lainnya sesrraidengan

kebutuhan dan kondisi sosial masvarakat Desa.

Pe!81 a

Kewenaigan lokal berskala Deea di bidang pemba-ngunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. pelayanan dasar Desa;
b. sarana dan prasarana Dcsa;
c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

ｎＤｃに
ねａ嶽Ｗ
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a. pembina€n keamanar, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan
masyarakat Desa;

b. perribinaan kerukunan warga masyarakat Desa:
c. pemeliharaal perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi

di Desa; dan
d. pelestariarr dan pengembangan gotortg toyong @a'yarakat Desa-

Pa3al 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain meliPuti:
a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan

kemasyai'akatan dan lembaga adat;
dar.r fasilitasi lembaga

c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
1. kelompok tani;
2. kelompok nelayan;
3. kelompok seni budaya; dan
4. kelompok masyarakat lain di Desa.

d, pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat

miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk

mernberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
g- analisis kemiskinan secara paitisipatif di Desa;
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui perrbentukan dan fasilitasi kader pembangunan

dan pemberdayaa-n masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui peiatihan usaha ekonomi Desa;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

1. kader pemberdayaan masyarakat Desaj
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok ta[i;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dal perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

P$al 11

Kewenangan lokal berskala Desa yang berkenaan dengan
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf a meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. pengembangar tenaga kesehatan Desa;
c. pengelolaan dal pembinaan Posyandu melalui:

1. layanan gizi untuk balita;
2. pemeriksaan ibu hamil;
3. pemberian makanai tarnba}ra!;

pelayanan dasar

C
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4. penlruluhan kesehatan;
5. gerakan hidup bersih dan sehat;
6. penimbangan bayi; dan
7. gerakan sehat untuk lanjut usia.

d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e. pemantauan dan pencegahal penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif

di Desa;
f. pembinaan dart pengelolaan pendidikan anak usia dini;
g. pengadaar\ daJt pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya darl

perpustakaan Desa;
h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-ke lompok belajar diDesa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa yang berkenaan dengan sarana dan prasarana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
a. pembangunan darr pemeliharaan kantor dan balai Desa;
b. pembangunan dan pemelihaiaar jalan Desa;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
d. pembalgunan dal pemeliharaan embung Desa;
e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
f. pembalgunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
g. pengelolaar pemakaman Desa;
h. pembangunan dall pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i. pembangu:ral dalr pengelolaan air bersih berskala Desa;
j, pembangunan dan pemeliharaan irigasi lersier;
k. pembangunan dan pemeliha.aan lapalgan Desa;
l. pembangrrnan dan pemeliharaan taman Desa;
m. pembangunan darr pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya

perikanan;
n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 13

Kewenar:rgan lokal berskala Desa yang berkenaan dengan pengembangan
ekonomi lokal Desa sebagaimara dimaksud dalam Pasa.l I huruf c meliputi:
a. pembalgunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
b. pemballgunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
c. pengembanga-n usaha mikro berbasis Desa;
d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Dcsa;
e. pefirbangunan dan pengelolaan kerarnba jaring apung dan baga,t ikan;
I pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadalgan

pangan Desa;
g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penya-kit pertanian dan

pedkanan seca-ra terpad\r;
i. penetapan jenis pupuk dan pakalr orga.nik untuk pertanian danperikanan;
j. pengembalgan benih lokal;
k. pengembangan ternak secara kolektif;
l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
m. pendirian da-n pengelolaan BUM Desa;
n. pembalgunai dan pengelolaalt tarnbatan perahu;
o. pengelolaan padang penggembalaan;
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pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata
kabupaten;
pengelolaan balai benih ikan;
pengembangan teknologi tepat guna pengolahan
perikanan; dan

s, pengambanga, sistem usaha pioduksi pertaj].ia..
sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

hasil pertanial dal

yarg berturnpu pada

Pesaf 14

I(ewenangan lokal berskala Desa yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
meliputi:

petrghijauan;
pembuatan terase.ing;
pemeliharaan hutan bakau;
perlindungan mata air;
pembersihan daerah aliral sungai;
perlindungan terumbu karang; dan
kegiatal lainnya sesuai kondisi Desa.

ヽ
，

α
こ

ａ
ｉ

ｇ

(2)

(3)

(4)

`5)

BAB III
PENETAPAIT XIEWENAIIGAII DESA

Paaal 15

Pemerintah Desa mengadakal musyawarah desa untuk memilih dari daftar
kewenaagar desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan
m€mpcrtimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
rnernilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana dirnaks\ld pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh
yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua Badar.l
Permusyawaratan Desa.
Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.
Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa
disusun dalam Ranaangan Peraturan Desa tent ng Kewenzrngan
berdasart.an Hak Asal Usul dan Kewenangan l,okal Berskala Desa.
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (4)
dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah
mendapat kesepakatan bersama altara Kepala Desa dengan pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa.
Pe:'aturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) disarnpaika.n kepada
Sekretaris Desa untuk diundangkan.

(6)
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BAB rV
XETEITUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengr-rndangal Peraturan
Bupad ini delrgaJr penempatanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten langkat.

Ditcぬpkall di Stabat
pada tansa1 14 ハ́(●(

Tl LANGXAT,

ESA SITEPU

2016

C

:基:惚童:rd ttbttd
SE― ARIS DAERAHttUPATEN LANGXAT

〃
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STAF 8A61ハ ll Hυ κしい

喜出 静i

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 0
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LAMPIRAN I PERATURAN  BUPATI  LANCKAT  TENTANC
KEWENANCAN DESA BERDASARKAN Hハ K ASAL
uSUL DANKEWENANQヽ N LOKAL BERSKALA
rlESA D:KABUPATDN LANCKAT

NOMOR  : ● TAHUN 2016
TANGGAL :  t4 )●いt ,al

FORMAT BDRITA ACARA:
KOP NASKAH DINAS
円 MERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAII DESA
TENTANG

IIASIL UEUILIII DAFTAR XEWDIIAI|GAT DESA BERI'ASARXAI|
IIAI( ASAL USI'L DAN XEWEITAI{GAII LOXAL BERSXALII DESA

Padahariinitanggal bulan........................tahun..........
bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan
memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan
kewenangar lokal berskala desa di Kabupaten Langkat yang dapat dilaksanakan
di Desa .................. berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor.......Tahun .....
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Da-rr Kewenangan Lokal
Berska-la Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat
Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkal hak asa-l usul desa dan
kewenarrgan lokal berskala desa di Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan
Bupati Langkat Nomor ...... tangga1............ tentang......................., dengar
mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat
Rincian Kewenangan desa berdasarkair hak asal usul desa dan kewenaigan lokal
berskala desa adalah sebagai beril:Lrt :

KEV/ENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA
DANKEWENANGAI\I LOKAL BERSKAI.A DESA DI DESA............
KECAMATAN....... KAE}UPATEN I,ANGKAT
1. Kewenangan Desa berdasarkan hak a-sal usul, meliputi :

a. si$tem organisasi perangkat Desa;
b. pembinaankelembagaan masyaratat;
c. pengelolaan tarah kas Desa;
d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yarg men€igunakaJl

sebutan setempat;
e. pengelolaan tanah titisara; Can
f. pengembangan peran masyarakat Desa.

2. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

a. pemerirltallan Desa,
b. pembangunan Desa;
c. kemasyaral<atan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Keterangan : *)
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C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Ustrl da-n Kewenangan Lokal Berska.la Desa oleh Pemerintah Desa....................
dan BPD terhadap kesiapan Desa ..................... dalarn rangka
melaksa,nak^an kewenangan berdasarkao hak asal usul desa dan kewenangar lokal
berska1a desa di kabupaten Langkat yang pengaturannya diserahkan kepada Desa

kecamatan................... dihadiri oleh Kepala Desa, Peralgkat Desa dal
Anggota BPD di Desa............................ sebanyak orang, sebagajmana
daJtar hadir terlarnpir.

Selanj utnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan
Keputusan BPD ..--.......... sebagai persetqjuan bersama BPD daIr Pemerintah Desa
untuk ditetapkar dalam Peraturan Desa,,...............................

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

KETUA BPD KEPALへ DESA
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